
   

 
 
 

 

BUPATI TANAH BUMBU 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU 

NOMOR  25 TAHUN 2021 

 
TENTANG 

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  

TAHUN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TANAH BUMBU, 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang- 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir  

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang  
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun  
2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

  b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan Rencana Kerja 
Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah 
Perkada tentang RKPD ditetapkan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022; 

 

Mengingat   :   1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten 

Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 

2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

 

 



3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     

Nomor 4700); 

6.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 

7.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112); 

8.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014               
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             

Nomor 5495); 

9.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3679); 

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 6573); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4664); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

 

 



14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang 
Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6178); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6206); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang 

Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6219); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6323); 

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 

2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 

23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

24. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang 

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 

tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan 
Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum 



Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah  tentang  
Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  dan  

Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017           Nomor 1312); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Noor 1114); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Nomor 288 Tahun 2020); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020                       
Nomor 1781); 

32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 
2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran 
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 

Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun                  
2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 

Tahun 2011 Nomor 16); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 
2016 Nomor 19) sebagaimana telah beberpakali diubah 

terakahir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah 
Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 
Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017–2037 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 3); 



36. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2017 
tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-

Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 
2017 Nomor 19); 

37. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan 

Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9); 

38. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 22 Tahun 2021 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Tanah Bumbu Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten 
Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 22); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022. 

 
BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

menurut azas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom.  

4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati 

adalah Bupati Tanah Bumbu. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Tanah 

Bumbu. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan 

Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan 

Peraturan Daerah. 



8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah 

untuk 1 (satu) tahun. 

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

dengan SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah 

Kabupaten Tanah Bumbu. 

10. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD 

adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 

(satu) tahun. 

11. Indikatif adalah sesuatu yang masih bersifat dapat 

dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil analisa, 

perhitungan, dan pembahasan serta tidak bersifat kaku. 

12. Faktor internal adalah situasi dan kondisi yang berasal 

dari lingkup yang ada di Pemerintah Kabupaten Tanah 

Bumbu. 

13. Faktor ekternal adalah situasi dan  kondisi  yang  berasal 

dari luar lingkup yang ada di Pemerintah Kabupaten 

Tanah Bumbu. 

 

BAB II 

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT 

DAERAH 

 

Pasal 2 

 
(1) Renja SKPD beserta Matrik Program Prioritas SKPD 

Tahun 2022 adalah Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah SKPD untuk periode 1 

(satu) tahun yaitu tahun 2022 yang terhitung 

mulai tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada 

tanggal 31 Desember 2022. 

(2) Renja SKPD Tahun 2022 merupakan pelaksanaan 

tahun ke-2 (kedua) dari Renstra SKPD tahun 2021 

-2026. 

(3) Renja SKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) menjadi : 

a. salah satu bahan penyusunan Rancangan 

KUA/PPAS, khususnya program, kegiatan dan 

sub kegiatan yang tercantum dalam RKPD 

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022; dan 

b. bahan bagi SKPD untuk menyusun Rencana 

Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran Tahun 

2022, setelah tercantum dalam KUA/PPAS. 

 

 

 

 



 
Pasal 3 

 
Sistematika Renja SKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut: 

a. pendahuluan; 

b. hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu; 

c. tujuan dan sasaran perangkat daerah; 

d. rencana kerja dan pendanaan; dan 

e. penutup. 

 
Pasal 4 

 
Renja SKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran 

Peraturan Bupati ini dengan urutan berdasarkan 

SKPD menurut urusan wajib dan pilihan. 

 
Pasal 5 

 
(1) Penyusunan Renja SKPD ini merupakan tahapan 

selanjutnya dari Penetapan RKPD, di mana 

Penyusunannya mengacu pada RKPD dan telah 

dilakukan proses verifikasi. 

(2) Dalam proses Penyusunan Rancangan Akhir Renja 

SKPD dipandang telah mengacu pada RKPD 

dengan beberapa penyesuaian baik program/ 

kegiatan maupun pagu indikatifnya akibat 

perkembangan yang terjadi baik yang berasal dari 

faktor internal maupun eksternal. Perubahan-

perubahan terhadap program/kegiatan dan pagu 

indikatif diperkenankan jika bersifat penting dan 

memiliki  dasar yang rasional, ilmiah serta tidak 

bertentangan dengan regulasi yang berlaku. 

 

 
BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 6 

 
Tindaklanjut dari pengesahan Renja SKPD ini 

adalah Penetapan Renja SKPD oleh kepala SKPD 

paling  lama  14 (empat belas) hari, setelah 

ditetapkannya Peraturan Bupati ini. 

 

 

 



 
Pasal 7 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Tanah Bumbu. 

 

Ditetapkan di Batulicin 

pada tanggal 2 Agustus 2021               

BUPATI TANAH BUMBU 

 

 ttd 

 
H. ZAIRULLAH AZHAR 

 
Diundangkan di Batulicin 

pada tanggal 2 Agustus 2021                                

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,  

 

ttd 

 

H. AMBO SAKKA 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 

NOMOR  

 

 


